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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami
pemerintah dalam perencanaan anggaran pembangunan di desa Plampang dalam
memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan
anggaran pembangunan di desa Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif, yang dimana hasil dari
penelitian ini dijabarkan dengan metode deskriptif dengan menggunakan variabel
pengambilan  keputusan, pelaksanaan program, dan pemanfaatan hasil
pembangunan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan
data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik
observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa partisipasi masyarakat dalam
anggaran pembangunan di desa Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021
mengalami manipulasi data. Yang dimana data dan perencanaan kerja yang
disusun dan di kerjakan oleh pemerintah daerah tidak secara terus terang
dipublikasi kan atau di informasi kan kepada masyarakat. Hal ini diterangkan
langsung oleh Ketua Karang Taruna dan beberapa tokoh masyarakat yang
mengayatakan bahwa yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
desa hanya kadus dan perangkatnya.

Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, Desa, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, APBDES
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COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT BUDGET
PLANNING IN PLAMPANG VILLAGE, PLAMPANG DISTRICT,
SUMBAWA REGENCY IN 2021

Nasruddin' , Dedi Iswanto, ST,. M.M. 2 Rizal Umami, MH?
Student', First Consultant’, Second Consultant’
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

To provide information regarding community participation in planning the
development budget in Plampang village, Sumbawa Regency, in 2021, the
government faced several challenges, which led to the conduct of this research.
This study'’s findings are documented utilizing a descriptive methodology and the
variables of decision-making, program implementation, and usage of development
results. It is a qualitative type of research. Both primary data and secondary data
were used as data sources for this investigation. The researcher employs
observational methods, interviews, and documentation to gather this information.
According to the findings of this study, data tampering will affect community
involvement in the 2021 development budget in Plampang Village, Sumbawa
Regency. The local government does not make its data or work plans available to
the general public or publish them. The Head of Karang Taruna and other
community leaders openly addressed this, stating that only the head of the village
and its machinery were involved in the creation of the village development
planning.

Keywords: Budget Planning, Village, Village Medium Term Development Plan,
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa provinsi,
kabupaten, dan kota. Ada beberapa desa yang terletak di antara kabupaten dan
kota. Desa adalah komponen yang paling tidak signifikan dari keseluruhan
sistem pemerintahan; namun, meskipun ukurannya kecil, desa tetap memiliki
kapasitas untuk merencanakan pertumbuhan di masa depan, serta untuk
mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

Menurut Pasal 18 UUD 1945 Bab IV pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembagian daerah
Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil serta bentuk dan susunan
pemerintahan  adalah  ditetapkan dengan  undang-undang dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan. Hal ini dinyatakan sesuai dengan Pasal 18 Undang-
Undang Dasar yang diadopsi pada tahun 1945. hak-hak yang berkaitan
dengan bangsa dan asal-usul yang khas. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan
desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sedangkan penyelenggara adalah pemerintah desa, khususnya
kepala desa atau biasa disebut kepala desa. Informasi ini dapat ditemukan

dalam undang-undang berjudul "UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".



Hal tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa,
sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 72
Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Menurut informasi yang diberikan
olen Pemerintah Indonesia (Republik), kepala desa adalah orang yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah. Selain UU,
konsep kejelasan hukum, pemerintahan yang tertib, ketertiban umum,
transparansi, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan
lokal, keragaman, dan partisipasi digunakan untuk memandu pelaksanaan
pemerintahan desa.

Pemerintah Desa mampu mengelola segala sesuatu yang menyangkut
sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya
keuangan dan administrasi serta pengelolaannya berdasarkan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat, tetapi pada pengelolaan sumber daya yang ada.
khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan ada
dua lembaga yang mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu
Pemerintah Desa dan BPD dari Badan Hukum sebelumnya. Berdasarkan
Landasan Hukum sebelumnya, Pemerintah Desa kini memiliki kewenangan
untuk mengatur semua aspek yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam
(SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan uang.

Berdasaran Surat Edaran Menteri Negara tentang penggunaan
anggaran yang di atur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 37 Tahun
2007 Pasal 18 Bab IX Alokasi dana desa, kita dapat melihat bahwa dalam

penyelenggaraan keuangan desa, dana yang berasal dari APBD dapat



melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengelola atau
memberikan kesempatan bersama sehingga semua pihak yang berkepentingan
dapat merumuskan kemana mereka harus digunakan dalam fungsi visi dan
kebutuhan masyarakat di desa. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang
terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Negara Tahun 2007. Bahwa
peran serta masyarakat A diperlukan untuk melaksanakan pembangunan di
desa, yaitu ikut serta masyarakat dalam bidang pembangunan baik dalam hal
pembangunan maupun pembangunan. perencanaan dan pelaksanaan serta
pengendalian, diatur dalam prinsip otonomi daerah dan konstitusi, Peraturan
Pemerintah (PP), dan surat edaran dari Menteri Nasional. Semua dokumen ini
berasal dari sumber yang sama: Menteri Nasional.
(https://imww.kemenkeu.go.id/media/6886/informasi-apbn-2018.pdf diakses pada
hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 20.02 WIB).

Partisipasi masyarakat merupakan usaha yang berlandaskan gotong
royong, yang keduanya merupakan ciri kepribadian negara Indonesia.
Prakarsa dapat diterjemahkan sebagai kesediaan atau kesediaan untuk
menginginkan, dan gotong royong dapat diterjemahkan sebagai kapasitas atau
kekerabatan; oleh karena itu, perlu untuk mengaturnya. Peran serta
masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya menyangkut perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga pengendalian pembangunan, serta
tindak lanjut dan pemeliharaannya. Peran serta masyarakat dalam tahap
pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada hakikatnya

adalah pelaksanaan rencana kegiatan yang telah diputuskan bersama melalui



Musrenbangdes; akibatnya, penting untuk memberi ruang bagi kepentingan
dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Sebagai akibat langsung dari hal tersebut,
partisipasi dalam pembangunan desa sepanjang seluruh tahapan pelaksanaan
telah diangkat menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri..

Menurut Sulaeman dkk. (2019:67), partisipasi masyarakat merupakan
suatu prosedur yang dapat membantu suatu komunitas untuk mulai sadar akan
keadaan dan tantangan yang dihadapinya, dan berusaha untuk
mengidentifikasi jalan keluar yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
jika tidak dapat diselesaikan dalam keadaannya saat ini. Ini mungkin menjadi
awal untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat (memiliki
kesadaran kritis) (memiliki kesadaran Kkritis). Perbuatan seseorang atau
kelompok masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan, baik dalam
bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, seperti menyumbangkan
gagasan, tenaga, waktu, keahlian, sumber daya keuangan, dan/atau materi,
serta mengambil bagian dalam memanfaatkan dan menikmati hasil
pembangunan, merupakan perbuatan yang disebut dengan partisipasi.
Partisipasi dapat berlangsung baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam
bentuk kegiatan. Partisipasi dapat dilakukan melalui pembuatan komentar
atau dengan terlibat dalam kegiatan..

Partisipasi  masyarakat menurut  (Isbandi, 2007:40, dalam
Andidkk,2019) adalah proses yang mendorong tindakan masyarakat untuk
menyadari keadaan dan kesulitan yang dihadapinya dan berusaha untuk

mengembangkan jawaban atau metode untuk mengatasi tantangan tersebut.



Dalam konteks institusi politik, "partisipasi publik” mengacu pada
keterlibatan individu, bisnis, organisasi non-pemerintah (LSM), dan sektor
sosial lainnya dalam pelaksanaan kekuasaan. Sebagian besar waktu, tujuan
dari partisipasi ini adalah untuk berkonsultasi atau memberikan umpan balik
(Ruvalcaba-Gomez,2019).

Dwiningrum (2011: 66) juga mengemukakan definisi partisipasi
masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah Partisipasi penduduk lokal dalam
perumusan dan pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan yang
dilakukan di wilayah tersebut Ada peluang bagi setiap orang yang
berpartisipasi, ada kegiatan yang dapat memenuhi kesepakatan, ada
pembagian wewenang dan tanggung jawab di antara mereka yang berada
dalam posisi yang setara, dan ada keterlibatan komunitas proaktif dan reaktif
(artinya komunitas terlibat dalam berpikir atau bertindak).

Nusa Tenggara Barat Indoneisa (NTB) adalah sebuah provinsi yang
dapat ditemukan di wilayah paling barat dari gugusan pulau yang dikenal
sebagai Nusa Tenggara. Wilayah Maram, yang merupakan rumah bagi
ratusan kota, berisi provinsi yang memiliki nama yang sama. Maram sendiri
dibagi menjadi sepuluh distrik, yang masing-masing berisi kota. Dua pulau
terbesar di wilayah provinsi Nusa Tenggara ini adalah Pulau Lombok, yang
dapat ditemukan di bagian barat provinsi, dan Pulau Sumbawa, yang dapat
ditemukan di bagian timur provinsi. Lima kota atau kabupaten yang berbeda
dapat ditemukan di pulau Lombok. Yakni Lombok Timur, Lombok Tengah,

Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sumbawa juga merupakan



bagian dari kepulauan Lombok. Penelitian ini dilakukan di Desa Plampang
yang terletak di Kabupaten Sumbawa, dengan tujuan untuk mengetahui
besarnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan persiapan
pembangunan desa. (www.ntb.bps.go.id)

Partisipasi dari masyarakat lokal merupakan topik yang sering
diperdebatkan dalam berbagai konteks, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program, yang
sebaliknya akan gagal. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan atau
pelaksanaan program akan sangat diperlukan agar program-program tersebut
dapat terlaksana dengan baik dan program-program yang direncanakan benar-
benar terkait dengan proses pembangunan masyarakat. Karena Kita dapat
melihat bahwa keterlibatan ini memiliki dampak yang begitu besar, maka
keterlibatan masyarakat sangat signifikan untuk tingkat keberhasilan dalam
perencanaan atau program yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Hal ini
karena kita dapat melihat seberapa besar pengaruh partisipasi ini. Sebagai
konsekuensi langsung dari hal ini, partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan menjadi hampir wajib. Peran serta masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan
diperlukan jika pembangunan itu akan dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang dibuat untuk itu. Pendidikan masyarakat tentang maksud dan tujuan
strategi tertentu, yang harus dilakukan dengan penuh perhatian, diperlukan
untuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan yang

sebenarnya.



Salah satu kabupaten yang membentuk provinsi Nusa Tenggara Barat
adalah Kabupaten Sumbawa. Peningkatan kinerja pembangunan daerah
merupakan tujuan dari pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan, dan
akan dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan
pembangunannya. Oleh karena itu, pelibatan atau partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan hingga penilaian capaian pembangunan sangat penting, terutama
di tingkat desa, ketika mencoba untuk mempromosikan tujuan ini.

Proses pembangunan desa memasukkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sebagai salah satu tahapannya. Sebagai konsekuensi dari hal
tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus dipastikan
terlebih dahulu oleh sejumlah pihak, pemerintah desa salah satunya, untuk
memastikan bahwa partisipasi pemerintah Aldea dalam pembangunan
merupakan peluang atau peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
perkembangan. Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, dalam proses
pelaksanaan  program dan dalam pengambilan  keputusan untuk
menyumbangkan sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau
kegiatan tertentu, dan dalam berbagi manfaat pembangunan. program. dan
menilai proyek pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat
diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses mengidentifikasi
masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil

keputusan sebagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melaksanakan



upaya mengatasi masalah, dan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan. rencana bagi masyarakat. Ini semua adalah contoh bagaimana
partisipasi masyarakat dapat dimaknai. (http://sumbawakab.go.id)

Kecamatan Plampang merupakan salah satu kecamatan yang berada
dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa. Wilayah administratif ini
terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat,
dan berjarak 63 kilometer dari ibu kota kecamatan. Kecamatan Plampang
diambil dari nama desa Plampang yang dulunya terletak di sana. Kecamatan
Plampang berada pada ketinggian rata-rata 10,05 meter di atas permukaan
laut (menurut petugas geografi Kompas pada 25 Agustus 1990). Kecamatan
Plampang berpenduduk 27.834 jiwa dengan luas wilayah 418,69 kilometer
persegi. Total ada 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Plampang.
Desa-desa tersebut terdiri dari 11 desa final dan 1 desa UPT. Pada tahun 2002,
kecamatan Plampang dimekarkan menjadi dua kecamatan Plampang yang
berbeda, serta kecamatan Labangka. Kecamatan Plampangan dan Kabupaten
Maronge mengalami pemekaran kembali pada tahun 2004, vyang
mengakibatkan terbentuknya dua kecamatan baru. Kecamatan Plampang
terdiri dari total 12 desa, 9 di antaranya dianggap desa mandiri, 2 di antaranya
dianggap desa mandiri, dan 1 desa dianggap sebagai Aldea Upt.
(http://sumbawakab.go.id)

Perlu adanya mekanisme pendukung, seperti Kepala Desa, Kepala
Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT, agar roda pemerintahan desa berjalan

dengan efisien dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan di tingkat desa.



Desa. 12 Kepala Desa, 44 Kepala Dusun, 89 Kepala RW, dan 213 Kepala RT
mendukung Kabupaten Palmpang dalam menjalankan misinya memberikan
berbagai pelayanan kepada masyarakat setempat.
(http://geoportalbankdatasumbawa.net/public/kecamatan/5204130 diakses
pada tanggal 12 februari 2020 Pkul 19.00 WITA).

Desa Plampang merupakan salah satu desa di kecamatan Plampang
kabupaten Sumbawa yang memiliki banyak potensi dan permasalahan yang
harus segera diatasi dalam hal penyediaan infrastruktur yang ada, karena jika
dilihat dalam kebijakan struktural desa bahwa desa Plampang adalah ibukota
kecamatan Plampang, oleh Kkarena itu sangat diperlukan penyediaan
infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat. salah satu desa
yang memiliki banyak potensi dan permasalahan yang harus segera diatasi
dalam hal penyediaan yang ada Karena kecamatan Plampang dimekarkan
menjadi dua kecamatan yang berbeda pada tahun 2002, maka dusun
Plampang memiliki banyak potensi juga sebagai kesulitan yang perlu diatasi
sekarang. Plampang dan Labangka adalah nama yang diberikan kepada dua
kecamatan baru yang terbentuk. Tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten
Plampang dan Kabupaten Maronge menjadi kecamatan masing-masing,
sehingga jumlah kecamatan di wilayah tersebut bertambah menjadi empat.
Kecamatan Plampang memiliki total 11 desa, sembilan di antaranya
dikategorikan sebagai masyarakat yang mengandalkan ekonomi mandiri.
Karena populasi yang terus meningkat, ada kebutuhan mendesak untuk

memperluas jumlah lahan yang sekarang dapat diakses. Sebagai akibat



langsung dari hal ini, jumlah keseluruhan lahan akan mengalami penurunan
yang signifikan setiap tahunnya. Karena tanah merupakan salah satu hal yang
dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur,
seperti jalan dan rumah, serta kebutuhan akan fasilitas penunjang lainnya,
maka tanah merupakan salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat. Desa
Plampang berpenduduk 5.649 jiwa dan menempati wilayah seluas 4.524,4
hektar.(http://desa-plampang.sumbawakab.go.id).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat di desa
Plampang di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa masih terdapat
permasalahan atau masih terdapat kendala atau faktor atau faktor penghambat
dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. . Dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur khususnya sumber daya manusia (SDM) yang
belum memadai atau kurangnya respon dari masyarakat, masih banyak
kendala yang terjadi dalam pembangunan pembangunan infrastruktur dan
pengembangan sumber daya manusia. Diantaranya adalah kurangnya
partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi langsung membantu pemerintah,
kurangnya gotong royong yang mengakibatkan pembangunan tidak sesuai
dengan keinginan masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk
berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur. Mengingat
keadaan, pendekatan yang diambil oleh pemerintah desa harus direvisi.

Peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan
berhasil tidaknya beberapa aspek pembangunan di suatu desa, antara lain

pembangunan infrastruktur dan penggarapan sumber daya manusia (SDM).
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Dalam skenario ini, pendekatan yang akan digunakan pemerintah desa adalah
pendekatan yang dinamis. Pemerintah desa perlu dapat memberikan saran dan
arahan, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap
pembangunan yang akan dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi dalam
hal sumber daya, dalam hal administrasi dan koordinasi, serta partisipasi
dalam program-program pembangunan, diharapkan strategi pemerintah akan
fokus pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait
dengan pembangunan desa. Secara khusus, strategi tersebut diharapkan akan
melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait
dengan pembangunan desa. Diharapkan masyarakat akan diterima untuk
terlibat dalam proses mewujudkan program pembangunan dengan
menawarkan waktu, tenaga, aset, sumber daya, dan informasi serta
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan apa yang telah ditentukan bersama.
Sebagai subyek pembangunan, anggota masyarakat tentunya harus
dilibatkan dalam proses penentuan rencana pembangunan sesuai dengan
kebutuhan obyektif masyarakat yang dituju, dalam arti perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan dapat langsung menyentuh kebutuhan
masyarakat. , agar program-program perencanaan pembangunan rakyat yang
akan dicanangkan, masyarakat dapat menjamin secara optimal, karena itu
perencanaan pembangunan rakyat di Plampang direncanakan dengan baik
antara pemerintah dengan masyarakat yang tinggal disana. Partisipasi aktif

dalam tahap akhir pelaksanaan pembangunan desa.
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Kemudian, tahap partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran
dana desa (ADD) di desa plampang, Kec. plampang, Kab. Sumbawa,
sangatpenting untuk merencanakan bagaimana dana yang ada digunakan
sesuai dengan apa yang disusun desa yang telah dikompilasi, serta
merencanakan program. Proses realisasinya juga diharapkan kepala desa
dapat menciptakan ide atau program pembangunan, dalam hal pelaksanaan
perencanaan masyarakat mengenai penggunaan anggaran pembangunan dana
desa seperti yang ditunjukkan di atas, khususnya masyarakat dapat menjamin
perencanaan pembangunan (Musren Gbangdes) Desa Plampang, Kecamatan
Plampang, Kabupaten Sumbawa, pelaksanaan program dan perencanaan
perencanaan dan pelaksanaan itu sendiri, pembangunan diharapkan kepala
desa dapat menciptakan ide atau program pembangunan. Pembinaan juga
diharapkan kepala desa dapat menciptakan ide atau program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat ditentukan jika program dalam
pembangunan benar-benar sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.
Dimungkinkan juga untuk menentukan bahwa tujuan pembangunan juga akan
tercapai dengan rencana penelitian ini untuk tingkat partisipasi masyarakat di
Plampang, Kecamatan Plampang, Sumbaw. Berkaitan dengan peran serta
masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program
pembangunan desa, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat
merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan program pembangunan

desa.

12



1.2.

Selain itu, dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik individu
sebagai komponen masyarakat, penting untuk mempelajari pengaruh
karakteristik individu terhadap tingkat partisipasi dalam pengembangan dana
di desa jika penting untuk mempelajari jumlah laporan. yang beragam. Hal ini
penting karena penting untuk mempelajari pengaruh karakteristik individu
terhadap tingkat partisipasi dalam pengembangan dana di desa. sesuai dengan
tanggung jawab yang juga penting diemban oleh aparat pemerintah desa, oleh
karena itu pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa
sesuai dengan ketentuan tersebut, agar rencana anggaran pemerintah desa
untuk pembangunan pemerintahan terlaksana. . dan adanya poin-poin penting
dalam perencanaan keuangan desa tentunya sesuai dengan tanggung jawab
yang juga penting diemban oleh aparat pemerintah desa. (Good village
Governance).

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, peneliti merasa tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam
Perencanaan Anggaran Pembangunan di Desa Plampang, Kecamatan
Plampang, Kabupaten Sumbawa".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalah tersebut di atas, maka

peneliti didalam melakukan suatu rencana penelitian ini dapat mengambil

rumusan masalah adalah sebagai berikut :
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1. Pada tahun 2021, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan
anggaran pembangunan desa di desa Plampang yang terletak di kecamatan
Plampang kabupaten Sumbawa?

2. Apa saja kendala yang menghambat pelibatan masyarakat dalam
perencanaan anggaran pembangunan desa dan apa saja variabel yang
mendorong partisipasi masyarakat tahun 2021 di Desa Plampang
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka tujuan
perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi
dalam perencanaan anggaran pembangunan desa di Desa Plampang yang
terletak di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa tahun 2021.

2. Pada tahun 2021, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa
saja yang menghambat Kketerlibatan masyarakat dalam perencanaan
anggaran pembangunan desa dan mana yang mendorongnya di Desa
Plampang yang terletak di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

1.4 Manfaat Penelitian
Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas, maka peneliti dapat
menguraikan manfaat dari penlitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Subyektif

Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Mataram, salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk
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mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan adalah telah
menyelesaikan magang.
2. Manfaat praktis

a. Penyebarluasan informasi atau gambaran kepada masyarakat sebagai
landasan refleksi masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat
dalam perancangan anggaran pembangunan di Desa Plampang
Kecamatan Plampang Tahun 2021.

b. Untuk lebih meningkatkan pemikiran, menumbuhkan mentalitas yang
dinamis, dan belajar tentang kapasitas penulis untuk menerapkan
informasi yang diperoleh dalam perkuliahan.

3. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Jurusan
lImu Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Mataram. Mereka juga diharapkan dapat memberikan

wawasan dan pengetahuan baru.

4. Manfaat Akademik

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga
bagi kemajuan ilmu politik, khususnya dalam hal pelibatan masyarakat
dalam perencanaan anggaran pembangunan dengan mekanisme
penyusunan RKPDES, RPJMDES, dan penyusunan APBDES dalam
perencanaan anggaran pembangunan.

b. Ini mungkin berfungsi sebagai titik referensi untuk pembuatan atau

produksi proyek penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang telah dilakukan di masa

lalu dan dianggap cukup relevan. Hal ini sering digunakan untuk membuat

perbandingan dan khususnya untuk menemukan inspirasi baru untuk

penelitian baru. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu penelitian dalam

posisi penelitian dan menunjukkan "orisinalitas penelitian™.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No

Nama Peneliti

Judul

Kesimpulan

Zoebir (2017)

“Partisipasi
Masyarakatdalam
Penyusunan
Peraturan Daerah
(Identifikasi
Indikator-indikator
Partisipasi
Masyarakat dalam
Penyusunan
Peraturan Daerah di
Kabupaten Bogor,
Propinsi Jawa
Barat)”.

Regulasi pembangunan harus fokus pada
masyarakat, yang tercermin dari peningkatan
partisipasi masyarakat dalam rangkaian
penyusunan beberapa regulasi di daerah,
harus didukung oleh perangkat pemerintah
(daerah) sebagai upaya yang baik untuk
yang

mandiri. Komunitas Masyarakat Kepatuhan

memobilisasi  kemandirian  Riger

dan Implementasi Hukum saja. Sehingga

upaya
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan

ini dinyatakan dapat mendorong
daerah. Keyakinan terhadap BBB perangkat
daerah yang memiliki tugas dan fungsi
untuk bentuk

melengkapi segala

pembangunan reformasi daerah di kota dan
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kecamatan. Kemudian, tantangan terbesar
yang dihadapi adalah bagaimana
mengeksekusinya secara nyata dalam
kehidupan bermasyarakat. Upaya yang
diperlukan tidak akan mudah untuk
dilakukan, seperti memutar telapak tangan,
tetapi membutuhkan waktu yang lama
dengan proses makan.

Waktu, tenaga, dan ide habis. Ini hanya akan
dilakukan oleh administrasi yang memiliki
hati yang nyata dan memiliki informasi yang
lebih baik.

Penelitian oleh
Fathurrahman
(2018)

Partisipasi
Masyarakat pada
Musrembang
Kelurahan
Kotabaru

Tengah Kecamatan
Pulau Laut Utara
Kabupaten

Kotabaru.

Keterkaitan yang berada dalam kekuatan
kepentingan sosial, ekonomi, dan politik
yang dialokasikan oleh sistem demokrasi
dikenal sebagai partisipasi. Dalam sebuah
negara yang menganut bentuk pemerintahan
demokratis, ada kalanya pemerintah pusat
berperan aktif dalam pengelolaan rakyatnya,
dan ada kalanya pemerintah pusat memberi
ruang kepada pemerintah daerah agar
otoritas tersebut dapat menanganinya.
tantangan yang dihadapi komunitas mereka
dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan
keadaan tertentu. Sekumpulan orang yang
bersatu dan terikat satu sama lain
sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa
kepedulian di antara individu-individu
dalam bidang budaya, ekonomi, sosial, dan

lainnya disebut sebagai masyarakat.
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Penelitian oleh
Ahmad
Mustamin
(2017)

Partisipasi
Masyarakat dalam
Musrembang di
Kelurahan
Kanyuara
Kecamatan Watang
Sidenreng
Kabupaten
Sidenreng

Rappang

Keterlibatan masyarakat melibatkan
partisipasi masyarakat dalam setiap proses
pembangunan, serta dalam desain dan
pelaksanaan setiap program Kkerja yang
dilakukan di masyarakat. Sementara itu,
keterlibatan  masyarakat
Akibatnya,

dapat

dalam  proses
pembangunan. keterlibatan

masyarakat didefinisikan sebagai

kegiatan di mana perasaan dan emosi
seseorang dimasukkan ke dalam proses
dan di

seseorang berusaha untuk mendapatkan

pengambilan  keputusan, mana
tanggung jawab dalam suatu organisasi atau
kelompok untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Gagasan keterlibatan dalam
proses evolusinya mungkin menandakan
banyak hal yang berbeda, namun dalam
konteks tertentu maknanya  mungkin
sebanding. Ada sekitar tiga konotasi berbeda
yang mungkin melekat pada pengertian

partisipasi ketika membahas pembangunan.

Merry agustin
(2016)

“Partisipasi
Masyarakat dalam
Perencanaan
Pembangunan Desa
Melalui
Musrebangng Studi
Kasus
Pembangunan
Japordes Desa

Tunggunjagir

Masyarakat Keterlibatan masyarakat dapat
berbentuk keterlibatan dalam setiap aspek
pembangunan, termasuk perencanaan dan
bentuk kegiatan lain yang terkait dengan
pembangunan. pelaksanaan program
pembangunan. Partisipasi dari masyarakat,
yaitu dalam bentuk pemberian bantuan
pinjaman untuk efisiensi operasi layanan
yang disediakan oleh pemerintah. Akses

jalan merupakan salah satu fokus utama
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Kecamatan
Mantup Kabupaten

Lamongan”

Program Pembangunan Jalan Poros Desa di
yang terletak di

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Desa  Tunggunjagir
Tujuan akhir program ini adalah untuk

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat

Secara umum.

Tikka Dessy
dan

yuta Lilasari
(20190

peran musyawarah
perencanaan
pembangunan dan
tata

kelola
perekenomian Desa
Pulongdowo
Kecamatan
Tumpang
Kabupaten Malang

Tahap awal pembangunan di  Desa
Pulongdowo dimulai dengan  proses
pengumpulan aspirasi masyarakat desa.
Aspirasi tersebut kemudian
dikomunikasikan kepada lembaga

permusyawaratan desa sebagai perwakilan
masyarakat desa. Kajian organisasi tersebut
membahas kondisi wilayah serta keluhan

masyarakat.
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2.2

2.2.1.

Dasar Teori
Konsep Partisipasi

Dalam proses pembangunan, partisipasi merupakan salah satu
aspek yang perlu diperhatikan. Peningkatan taraf hidup masyarakat
merupakan fokus utama pembangunan masyarakat. Pengembangan
masyarakat dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki situasi yang
saat ini dalam kondisi kurang ideal. Partisipasi dari anggota masyarakat
dengan demikian merupakan salah satu faktor yang dapat berperan dalam
menentukan efektifitas suatu program atau proses pembangunan. Hal ini
sesuai dengan pengertian keterlibatan yang akan dikemukakan oleh
sejumlah otoritas dalam paragraf berikut.

Keterlibatan didefinisikan oleh Pathurrahman (2017: 196) sebagai
tindakan untuk mengambil bagian, khususnya suatu kegiatan atau
pernyataan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan dengan tujuan
menuai keuntungan dari partisipasi tersebut. Adisasmita (2016:34)
menyatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan
anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan dalam
merencanakan dan melaksanakan program/proyek pembangunan yang
dilakukan di masyarakat setempat. Sementara itu, ia mengatakan bahwa
partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat
dalam pembangunan.

Partisipasi, sebagaimana didefinisikan oleh Rahmah D. (2019: 31-

32), adalah keterlibatan satu orang atau lebih dalam suatu tindakan.
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Keterlibatan dapat berbentuk keterlibatan mental, emosional, dan fisik
dalam penggunaan semua kekuatannya (inisiatif) dalam semua tindakan
yang dilakukan, dan itu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan
mendorong asumsi tanggung jawab atas keterlibatan apa pun. H.A.R
Tilaar (2019: 287) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan bentuk
keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi
yang dituntut antara lain perlunya perencanaan dari bawah (buttun-up)
dengan melibatkan masyarakat dalam proses Perencanaan dan
Pengembangan Masyarakat. Partisipasi merupakan bentuk keinginan untuk
mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi. Berdasarkan
pemikiran tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi
mengacu pada partisipasi atau keterlibatan individu atau kelompok dalam
suatu kegiatan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sesuai dengan kapasitas masing-masing orang tanpa harapan
bahwa mereka harus mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk
melakukannya. Tingkat partisipasi dalam tujuan yang telah disepakati akan
ditingkatkan semaksimal mungkin. Dalam konteks penelitian ini, istilah
"partisipasi" mengacu pada kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh
warga Desa Plampang, Kecamatan Plampang, dan Kabupaten Sumbawa
selama proses pelaksanaan rencana pertumbuhan kota. Tingkat partisipasi

dalam suatu program akan menentukan tingkat keberhasilannya.
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2.2.2

Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut meliputi
partisipasi finansial, partisipasi dalam kepemilikan, partisipasi dalam
energi, partisipasi dalam keterampilan, partisipasi dalam berpikir,
partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan
partisipasi perwakilan.

Menurut berbagai macam partisipasi yang telah dibahas
sebelumnya, partisipasi dapat dibagi menjadi dua kategori: jenis partisipasi
yang ditawarkan dalam bentuk nyata dan bentuk partisipasi yang tidak
diberikan dalam bentuk fisik (memiliki bentuk ). Uang, properti, energi,
dan bakat adalah contoh jenis keterlibatan fisik. Di sisi lain, partisipasi
berpikir, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi
perwakilan adalah contoh bentuk partisipasi yang lebih tidak berwujud.

Yang dimaksud dengan "partisipasi gagasan" adalah partisipasi
dalam bentuk sumbangan gagasan, pendapat, atau pemikiran yang
membangun, baik untuk mengembangkan program maupun untuk
memperlancar pelaksanaan program, serta mewujudkannya dengan
memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk mengembangkan
program. kegiatan yang diikuti. Komunitas berpartisipasi dalam setiap
debat dan forum untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
yang memungkinkan mereka untuk membuat pilihan tentang hal-hal yang

berkaitan dengan kepentingan bersama mereka. Keterlibatan perwakilan
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dalam suatu organisasi atau komite dicapai dengan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab kepada posisi perwakilan tersebut dalam
organisasi atau komite.

Sementara itu, Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016: 60),
membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:
Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagian besar tentang
mengidentifikasi banyak jalan yang terbuka bagi masyarakat untuk
mencapai konsensus tentang ide-ide tertentu tentang minat dan perhatian
bersama. Karena masyarakat harus memiliki suara dalam menentukan arah
pengelolaan dan pertumbuhan, partisipasi dalam pengambilan keputusan
sangat penting. Tuntut hak Anda untuk mengambil bagian dalam proses
pengambilan keputusan manajemen dan arah pertumbuhan. Keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan pilihan tersebut dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk, seperti kehadiran dalam pertemuan, partisipasi dalam
debat, pemberian ide, atau penerimaan atau penolakan terhadap program
yang sedang dipresentasikan.

Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari
rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik dari segi perencanaan
maupun tujuan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program, sangat
penting untuk memasukkan sejumlah komponen, terutama pemerintah

dalam kapasitasnya sebagai sumber atau sumber utama pembangunan.
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3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat
Partisipasi dalam memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut

tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan kuantitas pencapaian yang dapat
diperoleh melalui pelaksanaan program. Dari segi kuantitas keberhasilan
suatu program dapat dilihat seberapa besar proporsi keberhasilan program
yang dijalankan, sedangkan dari segi kualitas keberhasilan suatu program
akan terlihat dari peningkatan keluaran. Ini semua sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.
4, Partisipasi dalam Evaluasi

Pelaksanaan program secara keseluruhan terkait dengan partisipasi
dalam penilaian ini, yang sedang dilakukan saat ini. Tujuan dari
keterlibatan ini adalah untuk menentukan apakah pelaksanaan program
yang sebenarnya sesuai dengan rencana yang dibayangkan, atau apakah
ada penyimpangan dari pandangan yang telah dipegang sebelumnya; jenis
partisipasi dapat ditentukan berdasarkan hasil, yaitu,:

a. Tindakan keterlibatan mengambil bentuk sesuatu yang fisik (memiliki
bentuk). Jenis keterlibatan nyata, seperti uang, properti, tenaga kerja,
dan bakat, diterima.

b. Partisipasi gagasan, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan
partisipasi perwakilan merupakan contoh bentuk partisipasi yang tidak
asli.

2.2.3 Tingkatan Partisipasi
Sejaun mana masyarakat telah berpartisipasi dalam proses

pembangunan sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan harus
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dipahami oleh pelaku pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang

baik tentang indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan

derajat harapan masyarakat sangatlah penting. Telah ditunjukkan oleh

Wilcox dan Theresia (2019: 202) bahwa ada lima (5) derajat keterlibatan

yang berbeda, yaitu:

1.

2.

Membuat informasi tersedia (information).

Konsultasi (konsultasi); juga dikenal sebagai memberikan pemikiran
dan menjadi pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik;
namun, tanpa terlibat dalam proses aktual dalam mewujudkan
pemikiran dan gagasan tersebut ke dalam tindakan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama (juga dikenal
sebagai "memutuskan bersama™), dalam arti memberikan dukungan
pada konsep, ide, dan opsi sambil juga mengembangkan peluang
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Melakukan bersama (acting together); tidak hanya dalam arti terlibat
dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam arti aktif dalam
pelaksanaan tindakan dan membangun kemitraan dalam usaha ini.
Memberikan  bantuan (berupa dukungan untuk kepentingan
masyarakat yang mandiri); dalam kasus ketika organisasi lokal
menawarkan bantuan keuangan, nasihat, dan bentuk bantuan lain
untuk menyusun agenda kegiatan.

Sementara itu, menurut Arstein, tindakan berpartisipasi dalam

komunitas seseorang dapat dipecah menjadi beberapa tahap berikut:
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Tabel 2.2

Tangga Partisipasi menurut Arstein

Klasifikasi

Uraian

Tingkatan

Citizen Power

Pada

terjadi pembagian hak,

tahap ini sudah

tanggung jawab dan
\Wewenang antaramasyarakat
dengan pemerintah dalam

pengambilan keputusan

Kontrol masyarakat
(citizen control )
Pelimpahan kekuasan
(delegated control)
Kemitraan (partnership)

Tokenism

Hanya sekedar formalitas
yang memungkinkan
masyarakat mendengar dan
memiliki hak untuk
memberikan suara, tetapi
pendapat mereka belum
menjadi bahan dalam

pengambilan keputusan

Penetraman (placation)
Konsultasi (consultation)

Imformasi (information)

Non Participation

Masyarakat hanya

dijadikan objek

Terapi (therapy)

Manipulasi (manipulation

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Pangestu (2017) dari Febriana (2018) menguraikan unsur-unsur

utama yang mungkin berpengaruh pada keterlibatan, yaitu faktor internal

dan faktor eksternal. Variabel internal adalah segala sesuatu yang

mengandung kualitas individu dan dapat mempengaruhi orang dengan cara

apapun untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Faktor eksternal adalah segala
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sesuatu yang dapat mempengaruhi individu untuk berpartisipasi dalam
suatu kegiatan. Meskipun ada sejumlah elemen eksternal yang mungkin
berdampak pada keterlibatan masyarakat, salah satunya adalah hubungan
yang sudah ada antara manajer proyek dan audiens target.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu program dapat dipengaruhi
oleh sejumlah elemen yang berbeda; beberapa faktor ini, menurut sifatnya,
dapat berkontribusi pada keberhasilan program; di sisi lain, ada orang-
orang tertentu yang dapat bekerja untuk merusak keberhasilan program.
Misalnya kriteria seperti umur, ketersediaan komoditas, tingkat
pendidikan, profesi, dan pendapatan.

Menurut Angel (2017) yang dikutip oleh SACA Firmansyah
(2019), perkembangan keterlibatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh
banyak elemen yang berbeda. Pola keterlibatan seseorang mungkin
dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berbeda, yaitu:

a. Usia
Usia seseorang merupakan salah satu karakteristik yang
berperan dalam menentukan bagaimana perasaan mereka terhadap
berbagai aktivitas sosial yang ada sekarang. Mereka termasuk dalam
kelompok usia menengah ke atas, yang memiliki ikatan moral dengan
cita-cita dan standar masyarakat yang lebih mapan, dan mereka
memiliki kecenderungan untuk terlibat lebih banyak daripada

kelompok usia lainnya.
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b.

Jenis Kelamin

Artinya bagi banyak orang, peran perempuan terutama
berkaitan dengan rumah tangga, nilai dominan yang sudah
berlangsung lama dalam budaya berbagai negara menyatakan bahwa
pada dasarnya, tempat perempuan adalah “di dapur”. Namun, nilai-
nilai nilai peran perempuan semakin tergeser seiring dengan
emansipasi dan peningkatan pendidikan perempuan. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa perempuan menjadi lebih
berpendidikan.
Pendidikan

Sebagai salah satu prasyarat yang tak terbantahkan untuk ambil
bagian, ini disebutkan. Orang percaya bahwa menerima pendidikan
dapat mengubah perspektif seumur hidup seseorang tentang dunia di
sekitar mereka, yang merupakan perspektif yang penting untuk
memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Pekerjaan dan Penghasilan

Kedua hal ini terkait erat karena pekerjaan seseorang secara
langsung mempengaruhi jumlah uang yang dibawa orang tersebut
setiap tahun. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat mungkin
bermanfaat bagi situasi profesional dan keuangan seseorang, serta
kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Mengakui bahwa terlibat dalam kegiatan tertentu membutuhkan

keberadaan infrastruktur ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

28



2.2.5  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan Partisipasi
Menurut Slamet dan Theresia (2017:207) perluasan dan
pertumbuhan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagian besar
dikendalikan oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Komunitas akan memiliki pilihan untuk berpartisipasi, yang akan
diberikan kepada mereka

2. Ada indikasi bahwa anggota masyarakat tertarik untuk ambil bagian

3. Ada kesempatan bagi anggota masyarakat untuk ambil bagian

Sementara itu, Najib mencatat dalam Tanuwijaya (2016: 7) bahwa
tingkat keberhasilan yang dicapai oleh community engagement sangat
ditentukan oleh:

a. Siapa yang pertama kali mengajukan gagasan partisipasi; apakah
pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).

b. Kepentingan siapa yang dilayani oleh keterlibatan itu, apakah untuk
kepentingan pemerintah atau masyarakat.

c. Siapa pun yang berwenang, apakah itu pemerintah federal,
pemerintah daerah, atau lembaga donor, seringkali lebih mudah
untuk mencapai tujuan seseorang dalam pengaturan di mana
pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah  (LSM)
bertanggung jawab. Kenyataannya, mereka seringkali memiliki
pemahaman yang baik tentang isu, situasi, dan kebutuhan daerah

atau komunitas terkait dengan pihak ketiga.
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Hubungan yang terjalin antara komunitas dan badan pengelola, serta
tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap badan
pengelolanya. Dalam hal hubungan ini positif, pelaksanaan
partisipasi akan lebih sederhana.

Area budaya di mana orang memiliki sejarah keterlibatan (dalam
proses pengambilan keputusan melalui debat) seringkali tidak terlalu
sulit dan lebih tahan lama.

Politik yang stabil, dan pemerintahan yang demokratis yang sesuai
dengan standar terbuka, menghargai keragaman, dan menghormati
semua orang.

Legalitas dan ketersediaan undang-undang yang memungkinkan
keterlibatan publik dalam manajemen pembangunan dan mengejar
norma-norma tersebut (terintegrasi dalam sistem kepemerintahan di
daerah).

Di bidang ekonomi, terdapat prosedur yang memberikan akses bagi
masyarakat yang kurang beruntung untuk berpartisipasi atau
menjamin bahwa mereka akan mendapat untung (baik langsung
maupun tidak langsung) sebagai akibat dari keterlibatan mereka.
Kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang diakui dan memiliki
komitmen untuk memajukan dan melaksanakan partisipasi, dapat
berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
masyarakat itu sendiri, atau tokoh masyarakat.

Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya dilakukan dalam jangka
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waktu yang pendek tetapi juga dalam jangka waktu yang panjang.
k. Tersedianya jaringan yang menjembatani kesenjangan antara
pemerintah dan masyaraka (forum warga).
2.2.6 Faktor Penghambat Partisipasi
Menurut Soetrisno di Theresia (2017: 211), ada beberapa hal yang
perlu diselesaikan sebelum keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
dapat terwujud sepenuhnya, yaitu:

1. Fakta bahwa rasa keterlibatan yang sebenarnya tidak dimasukkan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan kendala utama
yang harus diatasi untuk berhasil membangun keterlibatan masyarakat.

a. Dalam konteks perencanaan pembangunan, yang dimaksud
dengan “partisipasi” adalah kesediaan masyarakat untuk
mendukung sepenuhnya pembangunan yang telah direncanakan
dan ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membuat masyarakat
dalam posisi pasif dan tunduk sepenuhnya pada otoritas
pemerintah.

b. Pembangunan yang dibuat dan diputuskan oleh pemerintah
diartikan sebagai kebutuhan masyarakat selama pelaksanaan
pembangunan di lapangan. Pembangunan yang dipahami dan
ditentukan oleh masyarakat diartikan sebagai keinginan
masyarakat yang mendapat prioritas lebih rendah.

c. Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai kerjasama antara

pemerintah dan masyarakat yang tidak memperhatikan
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subsistem yang berada di bawah suprasistem, dan di mana
aspirasi masyarakat cukup untuk dikomunikasikan dalam
perencanaan dan dalam pekerjaan pembangunan. . Jenis
kerjasama ini tidak memperhatikan sub sistem yang berada di
bawah supra sistem.

2. Penciptaan pembangunan sebagai ideologi baru yang harus dikawal
ketat, yang mendorong aparat pemerintah menjadi otoriter, merupakan
persoalan kedua yang perlu dibenahi.

3. Isu ketiga adalah menjamurnya peraturan perundang-undangan yang
mengurangi keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan.

Sementara itu, Dwiningrum (2021: 57) membahas alasan yang
antara lain mempersulit anggota masyarakat untuk berpartisipasi:

a. Malas, tidak peduli, kurang informasi, dan tidak tertarik
mempelajari hal-hal baru sebagai anggota masyarakat yang ragu-
ragu untuk melakukan penyesuaian.

b.  Aspek yang berkaitan dengan tipologi

c.  Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)

d.  Demografis (jumlah penduduk)

e.  Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Sementara Solekhan (2017: 135), mengatakan ada dua kategori
yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

1. Terbatasnya ruang patisipasi masyarakat

Tempat partisipasi masyarakat adalah kawasan yang berfungsi
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sebagai wadah berbagai masyarakat dan organisasi untuk mengambil
bagian dalam proses pembentukan pemerintahan dan pembangunan desa.
Konsep "ruang” dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada lokasi fisik
(tempat), tetapi juga pada forum diskusi online dan bentuk media lain yang
memberikan kemampuan kepada individu untuk mengakses informasi
secara terbuka dan objektif. Jenis forum yang paling sering digunakan oleh
masyarakat dikenal sebagai “Musrenbangdes”, namun pelaksanaan
rencana tersebut sebagian besar bersifat simbolis dan formalitas sederhana.
Akibat langsung dari hal tersebut, Forum Musrenbangdes tidak mampu
memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.
2. Melemahnya modal sosial
Modal Saham adalah sistem norma, jaringan, dan organisasi, di
mana individu memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, di
mana pengambilan keputusan dan kebijakan dilakukan dalam konteks
interaksi sosial, seperti yang dikemukakan oleh Bardhan dalam Solekhan
(2017: 139).
2.3 Tinjauan Tentang Masyarakat
Istilah "bisnis™ dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin "socius",
yang berarti "asosiasi" (teman). Kata bahasa Inggris "komunitas" berasal
dari kata Arab "Syaraka," yang berarti "perkumpulan” (peserta dan peserta).
Orang-orang yang bergaul satu sama lain, atau, dengan kata-kata yang lebih
akurat secara teknis, berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu

masyarakat. Warga dapat berkomunikasi satu sama lain melalui
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infrastruktur yang mungkin dimiliki oleh unit manusia. Masyarakat juga
dapat dilihat sebagai suatu kesatuan eksistensi manusia yang berinteraksi
sesuai dengan sistem adat tertentu yang berlangsung terus menerus dan
terhubung dengan rasa identitas bersama. Ini adalah salah satu definisi
masyarakat. Communitsa adalah unit perusahaan yang dapat dicirikan oleh
empat kualitas berikut, yaitu:

1) Interaksi antara penduduk lokal dan pemerintah mereka,

2) Adat istiadat,

3) Arus Waktu yang Tak Terputus,

4) Perasaan identitas yang kuat yang dimiliki oleh semua orang dan

berfungsi untuk menyatukan mereka.

Definisi masyarakat Ralph Linton, sebagaimana dikemukakan dalam
penelitian Soerjono Soekanto (2016:22), mendefinisikannya sebagai “semua
kelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama dalam waktu yang
lama, agar mereka dapat mengorganisir diri dan menganggap diri mereka
sendiri. suatu unit sosial dengan batas-batas tertentu.” Menurut Soerjono
Soektifo (2016:22), di Soerjono Soektifo adalah orang-orang yang hidup
berdekatan satu sama lain, menciptakan budaya, dan berbagi wilayah,
identitas, adat istiadat, tradisi, sikap, dan rasa kesatuan yang sama dengan
landasan yang sama.

Sementara ini, DjoJodiguno menegaskan bahwa masyarakat adalah
puncak dari semua interaksi yang terjadi dalam keberadaan manusia dengan

individu lain (dalam Abu Ahmadi: 2018: 97). Dapat ditarik kesimpulan
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bahwa yang dimaksud dengan istilah “perusahaan” adalah sekelompok
orang yang telah lama tinggal di suatu wilayah yang sama dan bekerja sama,
mempunyai pembagian kerja sehingga dapat berorganisasi. , dan telah
berbagi adat, tradisi, sikap, dan rasa persatuan. Hal ini berdasarkan beberapa
penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. selanjutnya untuk mencapai
tujuan tertentu.
2.3.1 Bentuk-Bentuk Masyarakat

Menurut Soemardjan dalam Soikanto (2018:49), orang-orang yang
tinggal di Indonesia dapat digolongkan menjadi salah satu dari tiga
kelompok: mereka yang hidup dalam masyarakat sederhana, mereka yang
hidup dalam masyarakat kelas menengah, dan mereka yang tinggal di salah
satu peradaban pra-modern atau modern. Berikut ini adalah daftar fitur
utama dari masyarakat ini:
1. Masyarakat Sederhana

a. Baik hubungan di dalam keluarga maupun di seluruh komunitas

pada umumnya memiliki kualitas yang sangat tinggi.

b. Adat-istiadat adalah elemen fundamental yang menjadi sandaran
tatanan sosial, dan mereka dikembangkan sebagai respons terhadap
tradisi.

c. Ada kepercayaan yang kuat akan kekuatan supernatural yang
mempengaruhi kehidupan manusia tetapi tidak dapat dikendalikan
olehnya, tidak ada lembaga khusus yang memberikan pendidikan di

bidang teknologi, dan keterampilan diturunkan dari orang tua
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kepada anak-anak melalui praktik dengan sedikit teori dan
pengalaman serta bukan dari hasil yang dipikirkan atau dicoba.
Persentase orang yang tidak bisa membaca atau menulis cukup
tinggi.

Hukum yang ditegakkan adalah tradisi lisan, tidak terlalu rumit,
dan prinsip-prinsip dasarnya diketahui dan mudah dipahami oleh
hampir semua warga negara dewasa.

Uang sebagai alat tukar dan cara mengukur harga hanya
memainkan peran yang sangat kecil dalam perekonomian, karena
sebagian besar output dalam perekonomian ini dilakukan baik

untuk konsumsi pribadi keluarga atau untuk pasar lokal kecil.

2. Masyarakat Madya

a.

Hubungan di dalam keluarga masih cukup sehat, namun hubungan
dengan lingkungan dan masyarakat sudah mulai memburuk dan
menunjukkan tanda-tanda hanya dimotivasi oleh pertimbangan
finansial.

Orang-orang masih menghormati tradisi mereka, tetapi mentalitas
mereka menjadi lebih mudah menerima ide-ide baru dari tempat
yang lebih jauh.

Kepercayaan pada kemampuan supernatural adalah sesuatu yang
hanya berkembang ketika manusia telah kehabisan semua
kemungkinan penjelasan lain tentang bagaimana memecahkan

suatu masalah, mengingat pertumbuhan rasionalitas sebagai metode
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berpikir.

Ada lembaga pendidikan di masyarakat yang menyelenggarakan
pendidikan formal hingga setingkat sekolah menengah pertama;
namun, masih relatif sedikit sekolah yang memberikan pengajaran
di bidang keterampilan atau kejuruan.

Persentase orang yang buta huruf telah menurun akhir-akhir ini.
Hukum tidak tertulis secara bertahap dilengkapi dengan hukum
tertulis.

Ekonomi lokal menawarkan penduduk lebih banyak alternatif
pekerjaan

produksi untuk pasar, yang pada gilirannya mulai menghasilkan
divergensi dalam struktur masyarakat; juga, uang memainkan

bagian yang semakin penting dalam masyarakat saat ini.

3. Masyarakat pra modern/modern

a.

Mengejar kepentingan sendiri adalah motivasi utama dalam
interaksi manusia.

Hubungan dengan kelompok tetangga dilakukan secara bebas
dalam lingkungan yang bercirikan pengaruh yang setara dan timbal
balik.

Keyakinan yang kuat akan potensi kemajuan ilmu pengetahuan dan
inovasi teknologi untuk memperbaiki kehidupan individu dan
masyarakat secara keseluruhan.

Ada banyak pekerjaan dan keterampilan berbeda yang digunakan
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untuk mengkategorikan komunitas; masing-masing dapat diperoleh
atau ditingkatkan di fasilitas pendidikan yang berfokus pada
keterampilan dan pelatihan kejuruan.

e. Jumlah rata-rata tahun yang dihabiskan di sekolah agak tinggi, dan
bahkan.

f.  Peraturan perundang-undangan yang harus diikuti pada hakikatnya
adalah hukum tertulis yang sangat rumit.

g. Mayoritas perekonomian beroperasi pada sistem pasar bebas.

h. tergantung pada penggunaan berbagai bentuk uang dan mekanisme
pembayaran lainnya.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, kita dapat menarik
kesimpulan bahwa perusahaan adalah interaksi yang dilakukan oleh
sekelompok individu yang telah bekerja bersama di lokasi yang sama untuk
jangka waktu yang lama dan telah tinggal di sana untuk waktu yang cukup
lama. jumlah waktu. Selain itu, ada norma dan cita-cita yang direferensikan
oleh cara seseorang bertindak.

2.4 Tinjauan Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
2.4.1. Konsep Desa

Istilah "desa" berasal dari kata Sansekerta "Deca," yang dapat
diterjemahkan berarti "tanah air,"” "tanah air," atau "tanah air." Widjaya
(2016: 3) menegaskan bahwa desa harus dianggap sebagai komunitas
hukum karena memiliki pengaturan unik yang didasarkan pada hak-hak

tertentu. Selain itu, Widjaya (2017: 3) mengatakan bahwa landasan
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2.4.2.

pemikiran tentang pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi,
otonomi otonom, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Itulah lima
pilar pemikiran tentang pemerintahan desa.

Tentang desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa
Dalam Pasal 1 dengan tegas dinyatakan bahwa “desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan daerah, -hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.”
[rujukan?] Desa ini merupakan self-governing community yang juga
merupakan regulated community, artinya desa memiliki kekuasaan untuk
mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi
dan sosial budaya setempat. Kedudukan desa yang memiliki otonomi asli
sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam
pelaksanaan otonomi daerah.

Bentuk-Bentuk Desa
Bentuk-bentuk desa menurut Sugihen (2020) adalah:
a. Desa Sederhana (pra desa)

Dusun yang termasuk dalam kategori ini dikenal sebagai koloni
sementara; mungkin Hanaya digunakan sebagai tempat peristirahatan
saat bepergian karena penghuninya memiliki kecenderungan untuk
berpindah-pindah secara teratur; Namun, lokasi akhirnya akan sepi.

Jenis solusi penyelesaian ini masing-masing memiliki ciri khasnya
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sendiri. Karena semua penghuni akan bermigrasi lagi setelah panen
selesai atau jika tanah, yang merupakan sumber utama mata
pencaharian, tidak lagi memberikan hasil yang cukup, hampir tidak
ada orang yang tinggal di sana atau yang telah menetap di sana dengan
miliknya atau keluarganya. Karena sifat dari bisnis ini, tidak mungkin
untuk menumbuhkan atau mengembangkan berbagai organisasi sosial
dan sosial atau organisasi atau lembaga sosial yang mendukung
kehidupan sosial di bidang-bidang seperti pendidikan, ekonomi, adat
istiadat, dan hubungan sosial di Selain tatanan sosial yang stabil.
Desa Swadaya

Karena ada kedamaian dan ketenangan di desa, dapat
disimpulkan bahwa sudah ada komunitas (keluarga) yang menetap di
dalam struktur tersebut. Koloni-koloni ini pada umumnya masih
bersifat tradisional dalam arti sumber mata pencaharian utama
masyarakat masih erat kaitannya dengan pertanian. Ini termasuk
produksi kompleks hasil hutan, peternakan, dan budidaya ikan di
kolam kecil. Selain itu, sebagian besar penduduk masih melakukan
kegiatan ini. Tenaga hewan dan manusia merupakan sumber energi
utama bagi teknologi pertanian yang saat ini dimanfaatkan. Hal ini
dikarenakan teknologi pertanian yang digunakan saat ini masih sangat
primitif. Kebiasaan sering menjadi dasar untuk hubungan antara orang
dan/atau organisasi (bisnis) dan berfungsi untuk menghubungkan

hubungan tersebut. Belum memungkinkan untuk menggunakan
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tingkat pendidikan sebagai indikasi tipologi desa, dan masyarakat
seperti itu terletak cukup jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Sebagai
konsekuensi langsung dari ini, infrastruktur seringkali tidak memadai
dan tidak memadai.
Desa Swakarya

Dalam komunitas khusus ini, norma-norma dan praktik-praktik
yang menjadi kerangka kehidupan sosial mulai bergeser sebagai
respons terhadap perubahan-perubahan dalam banyak aspek
kehidupan sosiokultural lainnya. Adat telah cukup santai sehingga
sekarang dapat berhasil mempengaruhi dan menentukan model
perilaku anggota masyarakat. Kesempatan kerja sudah mulai lebih
beragam dari yang dibutuhkan masyarakat.
Desa Swasembada

merupakan program desa yang paling efektif untuk permukiman
yang terjebak. Infrastruktur desa tertata dengan sangat baik, dan
meskipun desain perumahan semuanya berbeda, mereka memenuhi
kriteria untuk koloni yang sukses. Sejumlah besar orang telah
menyelesaikan sekolah menengah. Mayoritas individu memiliki
beberapa jenis mata pencaharian yang berbeda.

Dia tidak lagi bergantung pada keberhasilan industri pertanian,
yang telah dia pelihara secara pribadi, untuk mempertahankan
keberadaannya. Orang-orang dari luar desa dipersilakan untuk

bergabung dengan komunitas desa mandiri yang sudah terbuka untuk
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orang luar. Perilaku masyarakat desa yang mulai memanfaatkan

teknologi modern ternyata dipengaruhi dari luar, meskipun teknologi

tersebut belum tersebar secara universal. Ada akses mudah ke
transportasi umum, dan sejumlah besar individu menggunakan
berbagai instrumen komunikasi, seperti telepon dan televisi berwarna
yang terhubung ke antena parabola. Dan sejumlah besar individu yang
telah menjadi akademisi.

2.4.3. Definisi Perencanaan Pembangunan

Menurut argumentasi yang dikemukakan oleh Dwidjowijoto (2017:
67), “perencanaan yang baik dapat dikaitkan dengan suatu perjalanan yang
telah melewati jalan yang telah melewati jalan tersebut, selebihnya akan
melaksanakan dan mengatur”. Selama pengendaliannya efektif dan
pelaksanaannya dapat diandalkan, maka dapat dikatakan bahwa
pembangunan hampir mencapai tujuannya dan hanya tinggal menunggu
waktu sampai ia sampai di sana.

Menurut Herujito (2021:84), perencanaan melibatkan membuat
pilihan tentang apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Perumusan
kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sejalan
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan bagian penting
dari proses perencanaan.

Menurut Nugroho (2021:81) bahwa suatu perencanaan yang baik

harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

42



a.  Sistematis, dalam arti setiap rencana yang disusun harus sesuai dengan
standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai untuk Musrenbang.

b.  Terpadu, artinya setiap aspek perencanaan dalam Musrembang
memiliki keterkaitan yang saling mendukung baik dengan rencana
yang ada maupun program yang dimiliki dan dikembangkan oleh
SKPD yang membidangi.

c.  Transparan, artinya dalam proses perencanaan tidak boleh ada hal-hal
yang tidak diketahui oleh setiap peserta musrenbang mulai dari
usulan, kuantitas, kualitas, dan biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas perlu
diwujudkan. . Ini mencakup segala sesuatu mulai dari proposal itu
sendiri hingga kuantitas, kualitas, dan biaya yang dibutuhkan dalam
pengembangan.

d.  Adalah mungkin untuk mempertanggungjawabkan apa yang dimaksud
dengan "dapat dipertanggungjawabkan™. Setiap prosedur perencanaan,
seperti permintaan prioritas dari masyarakat, serta pembangunan yang
telah  dilakukan sebagai hasil musrenbang, harus dapat
dipertanggungjawabkan  oleh  masing-masing  pihak  peserta
musrenbang.

Sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 dalam rangka
mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya
perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan

dan fungsi pokok.Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:
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a.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan Sinergi antara

daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
Menjamin keterkaitan dan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif dan adil

Menurut  Lincolin  (2021) dalam Sjafrizal (2016:30) jenis

perencanaan pembangunan menurut jangka waktu dalapat diklasifikasikan

menjadi 3 jenis yaitu:

a.

Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka panjang sering kali
mencakup periode waktu mulai dari sepuluh hingga dua puluh lima
tahun, rencana jangka panjang biasanya disebut sebagai rencana
perspektif, dan mencakup departemen pengembangan umum,
Perencanaan jangka panjang, dengan kata lain, memerlukan
penyusunan visi jangka panjang dari kerangka pembangunan, yang
dilakukan dengan harapan dan impian masyarakat umum. Sebagai
konsekuensinya, perencanaan jangka panjang menjadi lebih
komprehensif; namun, itu tidak mencapai tingkat kedalaman yang
dibutuhkan untuk program dan kegiatan tertentu. Sebaliknya, topik
yang dibahas meliputi topik ekonomi, sosial budaya, dan geografis.

Perencanaan jangka panjang juga mencakup perencanaan
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pembangunan untuk setiap periode lima tahun. Ini adalah komponen
tambahan dari perencanaan jangka panjang. Langkah ini penting
dilakukan untuk memastikan bahwa rencana jangka panjang dapat
menjadi acuan bagi pembuatan rencana jangka menengah.
Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup jangka waktu
empat sampai lima tahun, namun jumlah ini dapat bervariasi secara
signifikan tergantung pada lamanya waktu yang dihabiskan dalam
peran presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, pemerintah pusat dan
daerah masing-masing menyusun rencana mereka sendiri untuk lima
tahun berikutnya dari perencanaan jangka menengah negara. Tujuan
perencanaan terutama untuk mengatur kegiatan dalam jangka panjang
agar lebih efisien. Rancangan kerangka ekonomi makro, serta strategi,
kebijakan, dan rencana pembangunan, semuanya merupakan
komponen perencanaan jangka panjang. Komponen-komponen
tersebut dikembangkan sejalan dengan visi dan tujuan presiden atau
kepala daerah terpilih. Selain itu, perencanaan jangka menengah
mencakup tujuan dan target kuantitatif dan kualitatif, yang
memungkinkan perencanaan menjadi lebih terukur dan mudah
digunakan sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi lebih lanjut.
Perencanaan untuk jangka pendek Perencanaan untuk jangka pendek
seringkali hanya berlangsung selama satu tahun, itulah sebabnya
mengapa kadang-kadang disebut sebagai rencana tahunan. Rencana

ini sebenarnya hanya penjelasan strategi untuk jangka menengah.
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Selain itu, rencana tahunan ini sangat operasional karena memuat
program dan Kkegiatan, serta keuangan, untuk kegiatan tersebut.
Bahkan dalam rencana tahunan ini, ada metrik kinerja dan target yang
digariskan untuk setiap kegiatan dan program. Akibatnya, rencana
tahunan tidak dijadikan sebagai landasan utama untuk menghasilkan
proyeksi pendapatan dan proyeksi pengeluaran baik di tingkat
nasional (RAPBN) maupun di tingkat daerah (RAPBD). Rencana
Kerja Pemerintah Daerah adalah nama yang diberikan untuk rencana
tahunan yang mencakup semua sektor (RKPD). sementara terutama
yang berkaitan dengan industri atau daerah, itu disebut rencana kerja
untuk unit kerja regional (renja skpd).
2.4.4. Definisi Musrenbang
Musrenbang merupakan wadah dimana anggota masyarakat dapat
menyampaikan harapan dan keinginannya mengenai proses pembangunan
yang akan dilakukan dan peran yang harus dimainkan oleh pemerintah
dalam proses tersebut, serta peran yang harus dimainkan oleh masyarakat
dalam pembangunan. yang akan dilaksanakan. Menurut Kimpraswil, proses
Musrenbang memindahkan setiap daerah lebih dekat ke pusat dimulai dari
Desa atau Kecamatan, pindah ke Kecamatan, kemudian pindah ke
Kabupaten atau Kota (2019:2).
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau disebut juga
Musrenbang merupakan rapat tahunan yang mempertemukan banyak

pemangku kepentingan dalam suatu masyarakat untuk mencapai mufakat
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atas rencana kerja pembangunan desa (desa RKP). Rencana Musrenbang
desa disusun pada bulan Januari menggunakan informasi dari dokumen
masyarakat yang menguraikan strategi pembangunan jangka menengah
(desa RPJM). Dalam Peraturan no. 6 Kabupaten Sumbawa Tahun 2015
tentang pembangunan sistem perencanaan wilayah, setiap desa diharuskan
membuat dokumen rencana lima tahunan yang dikenal sebagai RPJM desa
dan dokumen rencana tahunan yang dikenal sebagai RKP desa. Dokumen-
dokumen ini harus diserahkan ke Kabupaten Sumbawa.

Musrenbang merupakan ungkapan yang banyak digunakan dalam
proses pelaksanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa,
selain dikeluarkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Musrenbang dimaknai
sebagai forum antar dasar dalam rangka penyusunan rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1 UUD ayat dua puluh satu. Sedangkan untuk Musrenbang Desa
disebutkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa nomor 4 ayat (9) Pasal 1
Tahun 2014 bahwa Musrenbang Desa merupakan forum tahunan yang
dipimpin oleh partisipasi para pemangku kepentingan di desa untuk
menyetujui kegiatannya di desa dalam 5 tahun. (lima) dan interval 1 (satu)
tahun. Hal ini tertuang dalam Musrenbang Desa sebagai forum tahunan
yang dipimpin oleh partisipasi para pemangku kepentingan di desa..

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia tanggal 21 Tahun 2020 tentang Arahan Umum
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Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagali
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar
pelaksanaan Musrenbang. Proses Musrenbang dibagi menjadi beberapa
tahapan yang berlangsung di berbagai desa, kelurahan, SKPD, dan
musrenbang kelurahan.

Dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 Bab 11 pasal
3 ayat (1) yang berisi Musrenbang Desa bertujuan untuk :

a. Memperhatikan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan
prioritas yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan hasil
musyawarah perencanaan yang diadakan di tingkat bawah.

b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai dengan
penyaluran uang desa dari APBD kabupaten atau sumber pembiayaan
lainnya.

c. Menetapkan urutan kepentingan kegiatan yang akan dipresentasikan
untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan dan yang pendanaannya
akan diminta melalui APBD Provinsi.

24.5. Keluaran Musrenbang
Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa Luaran
atau hasil dari Musrenbang Desa adalah
a  Daftar hal-hal yang paling penting untuk dilakukan agar siap untuk
Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran berikutnya.
b. Daftar masalah yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat,

yang harus dikirim ke kantor kecamatan Musrenbang.
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¢ Berikut ini adalah daftar nama-nama Tim Delegasi Desa yang akan
mengikuti Musyawarah Pembangunan (musrenbang) kecamatan
(terdiri dari 3 orang atau 5 orang; jika 3 orang, minimal 1
perempuan; jika 5 orang, paling banyak 5 orang; minimal 2 wanita).

2.5. Kerangka Berfikir
Dalam model pembangunan kontemporer, masyarakat dipandang
sebagai pelaku utama dalam pembangunan, sedangkan peran pemerintah
dalam proses ini hanya sebatas fasilitator. Akibatnya, masyarakat
mendapatkan hak untuk menjadi bagian dalam proses pelaksanaan
pembangunan yang sebenarnya. Proses adopsi partisipasi masyarakat dapat
dilakukan secara maksimal jika didukung oleh berbagai faktor antara lain
uang tunai, tenaga, waktu aktif, dan kapasitas anggota masyarakat untuk

menawarkan ide-ide untuk kepentingan pembangunan.
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Anggaran
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2.6. Definisi Konseptual

Kendala pada isu variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian
sehingga lebih mudah untuk bekerja di lapangan adalah apa definisi
konseptualnya. Selain itu, definisi konseptual adalah definisi yang masih
berupa konsep, dan makna definisi tersebut masih cukup abstrak, meskipun
masih dapat dipahami secara intuitif.

Dengan demikian, untuk memahami dan memfasilitasi interpretasi
banyak teori dalam penelitian ini, peneliti akan menentukan dan memilih
teori yang digunakan dalam penelitian ini dan sesuai dengan isi kerangka
penelitian peneliti. Kemudian, beberapa definisi konseptual yang berkaitan
dengan apa yang akan dipelajari dalam proposal ini berjudul
"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN
PENGEMBANGAN PERENCANAAN DI DESA PLAMPANG,
KABUPATEN PLAMPANG SUMBAWA PADA TAHUN 2021", antara
lain:

1. Konsep Partisipasi
Cohen dan Uphoff, dalam Sari (2016: 60), mengklasifikasikan
partisipasi sebagai salah satu dari empat kategori. Kategori tersebut
adalah sebagai berikut: 1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan 2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 3)
partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan 4)

Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap penilaian hasil.
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2. Konsep Perencanaan Pembangunan desa

Menurut apa yang dikatakan dalam artikel Herujito (2001:84),
"perencanaan adalah pilihan tentang apa yang harus dilakukan di masa
depan.” Perumusan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil
yang diinginkan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan merupakan bagian penting dari proses perencanaan.

2.7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah komponen penelitian yang memberitahu
kita bagaimana mengukur variabel yang berbeda dan bertanggung jawab
untuk memberikan kita informasi ini. Suatu definisi ilmiah dianggap
operasional jika mengandung informasi yang benar-benar bermanfaat bagi
peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel
yang sama. Ketika seorang peneliti melihat pada definisi operasional sebuah
penelitian, mereka dapat mengidentifikasi variabel untuk diselidiki karena
memberikan indikator bagaimana variabel diukur. Selain itu, definisi
operasional studi memungkinkan peneliti untuk menemukan variabel untuk
diselidiki. Tabel 4 memberikan gambaran tentang kerangka konseptual
peneliti, yang berfungsi sebagai dasar untuk definisi operasional penelitian

ini.
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Tabel 2.3 Definisi Operasional

No Variabel Sub variabel Indikator
Konsep Pengambilan keputusan Kehadiran dalam rapat,
Partisipasi sumbangan pemikiran,

tanggapan atau penolakan
masyarakat.

Pelaksanaan program Perencanaan,pelaksanaan,
tujuan program

Pemanfaatan hasil Menjaga, merawat dan
memelihara pembangunan
yang ada di desa.

Evaluasi hasil Mengawasi dan
mengontrol setiap
perencanaan pembangunan
yang akan berjalan.

Konsep Faktor-Faktor pendukung Sumber Daya Manusia
Perencanaan perencanaan anggaran (SDM)

anggaran pembangunan di desa

pembangunan Kemauan yang kuat dari

masyarakat
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Pelaksanaan pembangunan
yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat

Adanya kesempatan yang

Diberikan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi
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3.1

BAB 111
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filosofi postpositivism atau entrepreneurship untuk
mengkaji kondisi objek alam dimana peneliti seperti instrumen utama dan
teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan
observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data
kualitatif, analisis data induktif dan hasil penelitian kualitatif menonjolkan
makna, keunikan, fenomena menonjolkan makna, keunikan, fenomena
menonjolkan hasil penelitian kualitatif menonjolkan makna, keunikan,
fenomena ( Sugiyano 2018: 9). Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang
bersifat deskriptif, dan lebih banyak mengandalkan analisis. Dalam
penelitian kualitatif, proses dan makna (dilihat dari sudut pandang subjek)
memainkan peran yang lebih signifikan.

Studi termasuk data naratif dianggap sebagai contoh metodologi
penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Steven Dukeshire
dan Jannifer Thurlow dalam (Sugiyono, 2018: 3). Teknik penelitian
kualitatif digunakan terutama untuk mendapatkan data yang kaya dan
pengetahuan yang mendalam tentang isu atau isu yang akan dibahas.
Untuk melakukan ini, metode penelitian kualitatif menggunakan orientasi

kelompok GRCUS, dalam wawancara dan observasi karena terlibat dalam
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3.2

pengumpulan data. Sebuah teknik yang dikenal sebagai pendekatan
deskriptif adalah salah satu yang berusaha menemukan solusi untuk
masalah yang sedang berlangsung dengan mengumpulkan, merakit,
menjelaskan, menganalisis, dan mengumpulkan data. Akibatnya, temuan
penelitian ini ke depan akan memperjelas data tentang keterlibatan
masyarakat dan variabel-variabel yang menghambat perencanaan anggaran
untuk pembangunan desa.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitiannya di tempat yang telah
dipilihnya. Lokasi pencarian telah ditentukan setelah melalui
pertimbangan yang matang agar dapat melaksanakan prosedur yang telah
digariskan dalam rencana yang telah dibuat. Dusun Plampang yang
terletak di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa
Tenggara Barat akan menjadi lokasi penelitian ini.

Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti pada saat penelitian
dilakukan oleh peneliti; hal ini dikarenakan telah diberikan izin atau izin
resmi telah diberikan di kampus. Jangka waktu yang peneliti pilih dapat
berkisar antara 45 (empat puluh lima) hari, 15 (lima belas) hari untuk
pengumpulan data, dan 30 (tiga puluh) hari untuk pengolahan data.
Kerangka waktu ini juga mencakup presentasi dalam bentuk tesis,

konsultasi, atau pelaksanaan rekomendasi tesis.
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3.3

Teknik Penentuan Informan

Karena responden adalah pembawa pertanyaan mengenai pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka keputusan respondenlah
yang harus ditanggapi dalam penelitian kualitatif. Kemudian, dalam
penelitian yang menggunakan metode kualitatif, yang tidak dimaksudkan
untuk tidak menggeneralisasi atau menggeneralisasi dari hasil penelitian,
melainkan lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperoleh
untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti dengan penelitian
kualitatif, seorang peneliti membutuhkan informan. yang benar-benar tahu
datanya. atau informasi yang tepat terkait dengan masalah yang sedang
diteliti. Para peneliti menggunakan jenis pengambilan sampel yang dikenal
sebagai sampel yang ditargetkan untuk penyelidikan khusus ini.
Pendekatan sampel desain ini merupakan strategi pengambilan sampel
untuk sumber data yang mempertimbangkan aspek-aspek tertentu,
sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono (2018; 96). Pertimbangan khusus
ini misalnya, orang tersebut dianggap lebih mengetahui apa yang Kkita
antisipasi, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memungkinkan
peneliti untuk lebih mudah mengeksplorasi item/situasi sosial yang sedang
diteliti. Itu hanya dua contoh.

Adapun informan yang peneliti tunjuk pada penelitian ini ialah

sebagai berikut :
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1. Kepala desa, sekretaris desa, kepala BPD, dan dua pejabat pemerintah
lainnya dari desa Plampang yang terletak di kecamatan Plampang
Kabupaten Sumbawa.

2. Dalam batas-batas desa Plampang, ada total 4 (empat) tokoh
masyarakat.

3. 5 anak muda berpengaruh.

3.4 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu
sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung menyampaikan
data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). (Sugiyono,
2015:137). Sumber informasi yang paling penting untuk penelitian
ini adalah wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung
dengan orang-orang yang memberikan informasi.

2. Data sekunder adalah data yang tidak segera memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Data sekunder
mengacu pada informasi yang diperoleh melalui rekaman objek,
pengambilan data atau dokumen dari item tersebut, atau metode lain
di luar pengamatan langsung. Oleh karena itu, data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer yang dilengkapi dengan data

sekunder.
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3.5

3.5.1

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam
suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulam data, maka
peneliti tidak akan menapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian
ini adalah :
Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi dibedakan
dari metode lain oleh sejumlah fitur yang membedakan. Ruang lingkup
pengamatan melampaui individu untuk memasukkan fenomena alam
lainnya juga. Sugiyono (2015:203). Menurut Hadi (1986), sebagaimana
dikutip dalam Sugiyono (2015:203), tindakan observasi merupakan proses
yang rumit, yang melibatkan berbagai proses, baik proses biologis maupun
psikologis, serta psikologis. Teknik observasi merupakan salah satu
pendekatan yang sangat baik untuk mengumpulkan pengetahuan tentang
status tempat yang terdapat unsur item dan tema. Proses memori adalah
yang lebih penting dari keduanya, tetapi metode pengamatan masih sangat
penting.

Dari sudut pandang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi
stadion merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menemukan situasi
di lapangan yang telah dilakukan. Tingkat keberhasilan penelitian secara

alami ditentukan dan diukur melalui penggunaan observasi. Suatu kegiatan
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3.5.2

yang dikenal sebagai pengamatan adalah kegiatan di mana data diperoleh
melalui proses pengamatan langsung terhadap hal-hal dan waktu tertentu,
diikuti dengan pencatatan metodis dari hal-hal yang telah diperhatikan.
Ketika orang tua memenuhi perannya sebagai pendidik, fasilitator,
motivator, dan influencer, pengamatan dapat dilakukan tentang dinamika
yang muncul.

Pedoman observasi disusun dalam bentuk ikhtisar atau item luas dari
tindakan yang akan diamati. Format ini dipilih karena paling mudah
dipahami. Peneliti tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang sedang
diamati, oleh karena itu pengamatan dilakukan secara non-partisipatif. Ini
berarti bahwa peneliti hanya bertanggung jawab untuk melakukan
pengamatan.

Wawancara

Adalah metode pengumpulan informasi yang dibutuhkan peneliti
melalui serangkaian percakapan dan bentuk lain dari keterlibatan verbal
dengan partisipan. Wawancara adalah metode lain pengumpulan informasi,
di mana pertanyaan dan jawaban lisan dipertukarkan tatap muka antara
pewawancara dan subjek wawancara. Eserberg di (Sugiyono, 2018: 114)

Wawancara atau wawancara dapat didefinisikan sebagai berikut:
pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide
melalui penggunaan pertanyaan dan tanggapan, sehingga peserta dapat
membangun makna dalam kaitannya dengan topik tertentu. Ketika seorang

peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengungkap masalah yang
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353

membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, disarankan agar mereka
menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data,
Namun, jika peneliti tertarik pada hal-hal lain yang dapat dipelajari
melalui pengetahuan yang lebih dalam. Dalam penelitian ini, wawancara
semi-layanan digunakan. Artinya sebelum wawancara, daftar pertanyaan
yang perlu diajukan sudah disiapkan; namun pelaksanaannya disesuaikan
dengan responden. Teknik wawancara semi terstruktur dari jenis
wawancara ini termasuk dalam Kategori In-depthintView Wiawan, yang
menghasilkan wawancara yang lebih terbuka. Wawancara semacam ini
dirancang untuk mengidentifikasi kesulitan lebih bebas, di dalam pihak
yang diundang untuk wawancara atau diundang untuk sudut pandang dan
ide. Tujuan wawancara adalah untuk mengungkap masalah. Selama
wawancara, peneliti dituntut untuk memperhatikan, mencatat, dan melacak
apa yang dikatakan oleh informan.
Dokumentasi

Sugiyono, dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang
dikumpulkan untuk menambah data yang diperoleh melalui wawancara
dan observasi dalam penelitian (2018; 124). Saat melakukan penelitian
melalui observasi dan wawancara, akan sangat membantu jika memiliki
makalah dan foto penting untuk mendukung temuan. Ini akan memberikan
temuan kredibilitas dan keandalan yang lebih besar. Untuk memastikan
bahwa data yang dikumpulkan bersifat komprehensif, valid, dan tidak

tergantung pada perkiraan, pendekatan ini adalah cara pengumpulan data

67



3.6

yang memberikan catatan penting yang terkait dengan topik penelitian.
Catatan ini dihasilkan dengan mengambil data yang ada yang dapat
diakses dalam catatan dokumen. Dokumen ini perlu diambil untuk
mendapatkan data, foto, dan catatan lapangan.
Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik pada saat
pengumpulan data maupun dalam jangka waktu tertentu setelah penarikan
kesimpulan. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti
sebelumnya telah melakukan analisis terhadap jawaban-jawaban yang
terlinat saat wawancara berlangsung. Jika jawaban orang yang
diwawancarai setelah analisis tidak memuaskan, peneliti akan melanjutkan
penyelidikan, setelah memperoleh data yang dinilai dapat diandalkan, pada
fase tertentu dalam proses. Proses penelitian kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai; ini memastikan
bahwa data yang dikumpulkan adalah lengkap. Analisis data melibatkan
sejumlah kegiatan, yang paling penting adalah pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penjelasan
tentang analisis data disajikan dalam format berikut:
Data Collection( Pengumpulan Data)

Temuan penelitian ini diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari

ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data mungkin memakan
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waktu beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan, yang berarti bahwa
informasi yang dikumpulkan akhirnya akan cukup luas.
Data Reduction ( Reduksi Data )

Karena banyaknya informasi yang dapat diterima dari lapangan,
sangat penting untuk dicatat dengan cermat dan tepat. Ketika Anda
mengurangi jumlah data yang Anda miliki, Anda diminta untuk
meringkasnya, memilih dan memilih item utama, berkonsentrasi pada hal-
hal vital, dan mencari pola. Oleh karena itu, pengurangan jumlah data akan
menghasilkan gambar yang lebih jelas.

Data Display (Penyajian Data)

Tahap berikutnya, yang terjadi setelah data direduksi, adalah
menampilkan data. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif dalam
berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada deskripsi singkat,
grafik, korelasi antar kategori, organisasi, dan format serupa lainnya.
Menurut temuan Miles dan Huberman (2019), "penampilan data yang
paling sering untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks
naratif." Penulisan naratif sejauh ini merupakan format yang paling umum
untuk menyajikan temuan-temuan dari penelitian kualitatif. Melalui
penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang
terjadi, melalui perencanaan persalinan selanjutnya sesuai dengan yang
terjadi, dan melalui perencanaan persalinan selanjutnya sesuai dengan

inputan.
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Selain itu, dianjurkan untuk menyajikan data, dan meskipun dapat
dilakukan dalam bentuk prosa naratif, dapat juga dilakukan dalam bentuk
grafik, matriks, jaringan (network), dan bagan. [rujukan?] (Sugiyono, 2020:
137). Dalam penelitian khusus ini, hasilnya disajikan dalam satuan-satuan
yang kemudian akan digabungkan menjadi satu. Data yang diberikan
berupa kata-kata atau narasi, tabel, grafik, dan gambar kemudian
didiskusikan.

Conclusion drawing / Verification (Verifikasi dan Menyimpulkan Data)

Tahap terakhir, nomor empat, selesai setelah semua data terkumpul.
Pada proses ini, kami tidak hanya akan menyiapkan temuan kami dan
mengacu pada konsep penelitian, tetapi kami juga akan melakukan analisis
keabsahan data yang telah kami kumpulkan. Untuk sampai pada
kesimpulan akhir, lebih banyak bukti pertama-tama harus dikumpulkan
dan diorganisasikan menjadi satu kesatuan yang koheren.

Penarikan Kesimpulan

Peneliti segera mulai membuat kesimpulan dan menarik kesimpulan
berdasarkan data yang mereka kumpulkan di lapangan. Pada awalnya,
kesimpulannya kabur, dan masih ada masalah terbuka meskipun proses
analisis data telah meletakkan dasar yang kuat berdasarkan peristiwa yang
diamati sebelumnya. Dalam penyelidikan ini, adalah mungkin untuk
menentukan ini dari hasil wawancara dan dokumen, yang memungkinkan
kesimpulan sementara awal dapat dicapai. Peneliti memperpanjang jumlah

waktu yang dihabiskan untuk mengamati subjek untuk memberikan hasil
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yang lebih andal. Pengamatan ini dapat mengarah pada penemuan data
tambahan, yang jika digabungkan dengan kesimpulan sementara yang

ditarik sebelumnya, dapat mengarah pada penarikan kesimpulan yang

lebih pasti.
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